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UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO) 

 

 

 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." 

 

-Q.S Al Baqarah: 286 

 

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 

-Q.S Al Insyirah: 5-6 

 

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu." 

 

- Abi bin Abi Thalib 
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ABSTRAKSI 

 

Nama : Fina Zuhrotul Atiqoh 

NIM                            : 202010110311269 

Judul : ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA 

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  

  (STUDI PENETAPAN NOMOR 155/ PDT.P/ PN.JKT.PST.) 
Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  

Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

 

Perkawinan akan menjadi tanpa kendala secara hukum bilamana dilakukan oleh 

para pihak yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama, namun menjadi suatu 

kendala bilamana agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak berbeda. 

Perbedaan agama para pihak terjadi pada Penetapan Nomor 

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., dimana dalam hal ini pihak laki-laki beragama Kristen 

dan pihak perempuan beragama Islam. Dalam penetapan sebagaimana dimaksud, 

hakim memberikan penetapan berupa perintah kepada instansi pencatat perkawinan 

untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Seharusnya perkawinan 

beda agama sudah sepatutnya tidak dapat disahkan dan dicatatkan karena 

bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Dengan berlandaskan ketentuan tersebut perkawinan 

beda agama juga bertentangan dengan hak asasi manusia terutama terkait hak untuk 

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah. Oleh sebab itu sudah pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar 

dikarenakan hakim dalam hal ini mempertimbangkan ketentuan mengenai hak 

untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah secara tidak cermat, sehingga justru mencederai nilai-nilai hak asasi 

manusia. 

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia 
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ABSTRACT 

 

Name : Fina Zuhrotul Atiqoh 

NIM : 202010110311269 

Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF 

INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE 

OF HUMAN RIGHTS (STUDY OF DETERMINATION 

NUMBER 155/PDT.P/PN.JKT.PST.) 

Supervisor I :  Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  

Supervisor II :  Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

Marriage will be without legal obstacles if it is carried out by parties who embrace 

the same religion and beliefs, but it becomes an obstacle if the religion and beliefs 

adopted by the parties are different. The difference in the religion of the parties 

occurred in Stipulation Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, where in this case the 

male party was Christian and the female party was Muslim. In the stipulation 

referred to, the judge gave a stipulation in the form of an order to the marriage 

registration agency to legalize and record the marriage. A marriage of different 

religions should not be legalized and recorded because it is contrary to the 

provisions in Article 2 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Based on 

this provision, interfaith marriages are also contrary to human rights, especially 

related to the right to form a family and continue offspring through legal marriage. 

Therefore, the legal consideration in Stipulation Number 

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. is an unfounded legal consideration because the judge 

in this case considers the provisions regarding the right to form a family and 

continue offspring through a legal marriage inaccurately, so that it actually injures 

the values of human rights. 

Keywords: Marriage, Different Religions, Human Rights 
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